
BUPATI JEPAR A 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR IS TAHUN 2011 

TENTANG 

JEN,JANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN I ATAU JASA 
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 

BUPATT JEPARA 

Menimbang • a. batwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan 
Menteri Dalam Negeni Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tekcnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 
per'u mengatur adanya jerjang nilai dalam Pengadaan Barang 
dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai 
Pengaan Barang dan /atau Jasa Pada Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah Kabupaten Dalarm Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4288 ) 

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355 ) 

4. Undang - Urdang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembertukan 
Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomgr 4437), sebagairana telah beberap kali diubah terakhir 
dengan Undang-Urdang Noor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2004 
tentang Pemerrtahan Daeran (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2008 Nomar 59. Tambatan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Namer 4844) 



6 Persturan Perenntan Nomor 23 Tanun 2005 tentang 
Pengellaan Keuangan Badan Lyanan Umum (Lembaran 
Negara Repubiik Indoresa Tanun 2005 Nomor 49. Tambatar 
Lemtaran Negara Republii Indesia Nomor 4548) 

7 peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahu 205 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Daeran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tun 2005 Nmor 14p, Tambahan Lembaran 
Negara PRepublk Indonesia Nor0r 4578) 

8. Perautran Presen Republi Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteni Keuangan Republik Indonesia Nomor 08 

PMK.02I2006 tentarg Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa 
pada Badan Layanan Urum 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah 

11.Keputusan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomar 703/ 
Menkes SK IX 1 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengadaan Barang I Jasa Pada Instansi Pererintah Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan 
Departemen Kesehatan; 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10 
Tambahan Lembaran Daerah Republk Indonesia Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATT TENTANG JENJANG NILAN 
PENGADAAN BARANG DAN I ATAU JASA PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERA+ (BLUD) 

8AB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimnaksud dengan 

1. Bupati adalah Bupati Jepara 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kera Pada Satuan Kerja Perang«at 
Daerah di lingkurgan Pererirtah Daeran yang bentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada rasyarakat perupa peryediaan barang dan / atau jasa 
yang jual tarpa mengutaraian mencani euntungan dan dalam melakukan . 



elelsaan pegelciaan ieuagan / barag BLUD paa 
et yang dapat iecuaan dan etentuan yang beriai 

• 

g a Anga r a  yang seanyutrya dsebut PA adalan peyabat pemegang 
pengunaan anggaran Satuan Kera Perangkat Daerah atau 

yangsaaian pada lnsttusi lain Penguna APBNAPBD 

e a t  Pengei0la BLUD ala Pimpian BLUD yang bertangguang jawab 
e rera operas.anal BLUD terdii dani Pemimnpin, Pejabat Keuangan 
Peta Tels yang setutannya sesuakan dengan nomenklatur yang 
beraizaa EuuD yangtesangutan 

eyeda tarang tan / atau jasa adalah Badan Usaha atau orang 

perseoraan yang egatan usahanya meryediakan barang / layanan jasa 
sesua etentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 

Kelmpoi Kera yang selarjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja 
peacaan yang bertungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa 

Featat Pergadaan adaah personil yang memilki sertifikat keahlian 
pegadaan barang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

1 Praetik bisris yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah - kaidah manaemen yang baik dalam rangka pembenan 
ayaran yang bermutu dan berkesinamoungan. 

$ 

• 

• 

BAB IL 

PRINSIP DAN CARA PENGADAAN BARANG/ JASA 

Pass! 2 

Pelaksanaan pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD harus dilakukan 
berdasarkan prinsip efisiensi. efektfitas. transparan, bersaing, adil / tidak 
diskriminatif, aluntabel dar sesuai dengan praitek bisis yang sehat. 

Pasal 3 

Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD ilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang berdaku bagi pengadaan barang dan /atau jasa Pemerintat. 

Pasal 4 

(1) Bagi BLUD dengan status penuh, dapat berkan fieksibirtas berupa 
pembeboasan sebagian atau selruhnya dari ketentuan yang beriaku ururn 
bagi pengadaan barang dan / atau jasa Pemenintah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3, apabila terdapat alasan efeitivtas dan / atau efisiensi. 

(2) Fleksibiltas sebagairana dirraksu pada ayat (1), diberikan terhadap 
pengadaan bararg dan / atau jasa yang sumber danarya berasal dart: 

a. Jasa layanan 

b. Hibah tidak teriat; 

¢ Has.d keasara engan phaik lain 



da atu jsa BLUD diaisanaian sesui 
0et8Sia 

dengan 

Pasa 

g e e  tan dan / atau jasa sebaaana dinaksud dalam Pasal 4 
aberdasaria «etentuan pengadan barang dan / atau jasa yang 

ft .a let peripi BLUD atas persetuyuan Bupati dengan 
eoeratea pnisi-pnspsetagaimana imaksud dalam Pasal 2Z 

Peet,an setagaana daisud paa eyat (1). harus dapat merjamin 
terseaa tarang an/ atau jasa yang iebih bermutu, lebih murah, proses 
pengaa yang sederhana dan cepat seta mudah menyesuakan dengan 
etutua untuk mendulung kelancaran pelayanan BLUD 

Pasal 6 

f) Pergadaan sebagaimana diraksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan 
tads buit perjanjian 

2 Tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai 
berikut 

a Buiti pembelian , 
b. Kuitansi; 
c. Surat Perintah Kerja (8PK) atau 
d. Surat Perjarjian 

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan 
untuk Pengadaan Barang Jasa yang rilainya sampai dengan Rp. 
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) 

(4) Kuitansi sebagairmana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 30 000.000.- (tiga 
puluh juta rupiah) 

(5) SPK sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf c, digunakan untu 

Pengadaan! Pekerjaan kontruksi/Jasa lainrya dengan nilai sarpai dengan 
R. 100.000.000.- (seratus jute rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan 
niai sampai dengan Rp. 50.000 000,- (lima pulut juta rupiah) 

(6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunak.an 
untuk Pengadaan Barang I Pekerjaan Kontruksi / Jasa lainnya dergan nilai 
diatas PRp. 100 000.000,- (eratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi 
dergan niiai diatas Rp. 50.000.000.- (lira puluh juta rupiah) 

Pasal 7 

Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya bersumber sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat didaksanakan dengan metode sebagai 
beriiut 

a Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai sampai dengar 
RD.500.000 000.0 ( ima ratus juta rupiah ) dapat diakukan pengadaar 
langsung kepada peryeda tarang / jasa oien Peyatat Pengadaan / Unit 



Paa Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedaian 
cl atau non iecl 

a at jess dengan nilai sampai degan Ro 
tsatu riyar rupiah) dilaiukan pelelargan sederhana olet 

dtiuk 

Brang/ Jasa dengan nidai diatas RD.1.000. 000.000.00 (satu mtyar 
an dengan metode peeiangan umum dan melalui LSE 

Pengadaan Seara Elektronii) 

Pasa! 8 

ega n tarang dan / atau jasa yang danarya berasal dari hibah teriat, 
a sesua ean ketentuan dani pembeni hbah, atau ketentuan pengadaan 

angdan atau jasa yang beriaiu bag BtUD sepanjang disetujui oleh pember 
ca 

Pasal 8 

(1 Pelaksanaan pengadaan Barang dan / atau Jasa sebagaimana dirnaksud 
da'am Pasa 2 dan Pasa! 4. diakukan oieh Panitia Pengadaan. 

(2) Pemimpin BLUD membentuk Panitia dan Keiompok Ker,a sebagai pelaksana 
pergadaan, yang bertugas secara khusus urtuk melaksanaian pengaaan 
barang dan / atau jasa keperluan BLUD 

(3 Pelaksana Pengadaan sebagairana dirnaksud pada ayat (2). terdiri dari 
personil yang termahami tata cara pergadaan, substansi pekerjaan 
kegiatan yang bersangkutan dergan bidang lain yang diperlukan sesuai 
engan ketentuan peraturan perundarg - urdangan yang beriaku 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanyang mengenai teknis 
pelaksanaannya ditetapian oleh pemirpin BLUD 

Pasal 11 

Dengan beriakurya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Noror 
5 Tanun 2009 tentang Kewenargan Pergadaan Barang Jasa Pada Badan 
Layaran Umum Daerah (Berta Daerah kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 
5) dicabut dan diryatakan tdak beraku 



Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap orang mengetahuinya. memenintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal % Aen'L 2u 

_ 
is 

Diundangian di Jepara 
pas gar Aen'l 2\ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOAMOR 44 


